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ABSTRAK 

 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah 
Di Kabupaten Bogor 

Sofiana Hermeilitha, Mala Sondang Silitonga 
23442021065@stialan.ac.id  

Politeknik STIA LAN Jakarta 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam 
pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, dengan fokus pada lima dimensi akuntabilitas menurut 
teori Koppell, yaitu transparansi, kewajiban, tanggung jawab, pengendalian, dan responsivitas. 
Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap aktor-aktor kunci 
seperti DPMD, Inspektorat, kepala desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan prinsip transparansi telah dilakukan melalui pemanfaatan media informasi dan sistem 
digital seperti SIPANDA dan SITANTI. Pengawasan internal dan eksternal juga berlangsung aktif, 
meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh desa. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan 
utama dalam akuntabilitas dana desa meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya peran 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dan pengawasan. Strategi penguatan akuntabilitas yang diusulkan mencakup 
peningkatan kapasitas SDM desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberian 
insentif bagi desa yang mampu menjalankan tata kelola yang akuntabel. Implikasi penelitian ini 
menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga 
mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pembangunan. Temuan ini memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, 
partisipatif, dan berorientasi pada hasil di tingkat lokal. 

Keywords : Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Daerah, Partisipasi 
Masyarakat, Kabupaten Bogor. 
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ABSTRACT 

 

Village Fund Accountability in Bogor Regency 
Sofiana Hermeilitha, Mala Sondang Silitonga 

23442021065@stialan.ac.id  
Politeknik STIA LAN Jakarta 

 
 

Abstract: 
 

This study aims to analyze the accountability of village fund management in regional development 
in Bogor Regency, focusing on the five dimensions of accountability as proposed by Koppell’s 
theory: transparency, liability, responsibility, controllability, and responsiveness. The research 
employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, 
document analysis, and field observations involving key actors including the Village Community 
Empowerment Agency (DPMD), the Inspectorate, village heads, and local communities. The 
findings reveal that the principle of transparency has been implemented through the use of 
information media and digital systems such as SIPANDA and SITANTI. Both internal and external 
supervision mechanisms are actively in place, although not yet uniformly practiced across all 
villages. The study identifies key challenges in ensuring accountability, including the limited 
capacity of village officials, the weak role of the Village Consultative Body (BPD), and the 
insufficient level of community participation in planning and monitoring processes. The proposed 
strategies to enhance accountability include strengthening the capacity of human resources at the 
village level, optimizing the use of information technology, and providing incentives for villages that 
demonstrate accountable governance practices. The implications of this study emphasize that 
accountability is not merely about administrative reporting, but also reflects social responsibility 
and the sustainability of development efforts. These findings contribute to the formulation of village 
fund management policies that are more transparent, participatory, and results-oriented at the local 
level. 
 
Keywords : Accountability, Village Funds, Regional Development, Community Participation, 

Bogor Regency 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan 

dengan pembagian wilayah administratif ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. 

Setiap daerah diberikan hak untuk mengatur, mengelola, dan membangun 

wilayahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, termasuk 

otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan 

kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, 

sehingga beban dan tanggung jawab desa semakin meningkat. Meskipun demikian, 

pelaksanaan pemerintahan desa tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku (Widjaja, 2014: 133). 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memperkuat kedudukan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Regulasi ini secara mendetail menetapkan peran, kewajiban, dan fungsi 

desa dalam hal pengelolaan wilayah, pelaksanaan pemerintahan desa, serta 

penyediaan layanan publik. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk 

mendorong tercapainya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa.. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 juga menegaskan 

bahwa pengelolaan desa harus berlandaskan pada tujuan pembangunan desa yang 

komprehensif, menjadikannya pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di 

tingkat desa. 

Kebijakan yang mengatur penyaluran Dana Desa, yang diatur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah salah satu kebijakan 

yang mendukung pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Dana ini diberikan kepada 

desa melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten 
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atau kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemegang wewenang. Tujuan 

utama dari kebijakan Dana Desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan alokasi yang mencapai 

miliaran rupiah, Dana Desa memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai 

program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan Dana Desa bergantung pada penerapan sistem pengendalian 

internal untuk memastikan bahwa semua operasi pemerintahan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan 

dengan cara yang teratur, terukur, efektif, dan efisien. Sistem pengendalian internal 

menjadi elemen krusial dalam pemerintahan, karena sistem ini mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan serta berdampak pada akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah desa (Triyono, dkk, 2019). 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan lebih dari sekadar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan, namun juga mencakup pentingnya 

memastikan laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. 

Menurut Karlinayani dan Ningsih (2018), aksesibilitas publik terhadap laporan 

keuangan menjadi elemen penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya 

transparansi yang tinggi serta akses yang memadai, masyarakat dapat secara 

langsung berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana publik, 

yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh 

pemerintah. 

Menurut Kurniasih et al. (2019), akuntabilitas merupakan elemen kunci 

dalam tata kelola publik, khususnya di negara demokratis, yang mengharuskan 

pejabat publik bertindak secara jujur dan adil, serta memberikan 

pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat atas kinerja mereka. 

Akuntabilitas tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan undang-

undang, tetapi juga berperan dalam membangun pemerintahan yang dapat 

dipercaya. Selain itu, akuntabilitas menjamin bahwa sumber daya dikelola secara 

efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam 
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pemerintahan desa, aspek akuntabilitas ditunjukkan melalui penyajian laporan 

keuangan yang jelas dan transparan, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi 

dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta sebagai instrumen 

evaluasi terhadap kinerja keseluruhan pemerintahan desa. 

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan adalah kompetensi aparatur pemerintah, sebagaimana 

diungkapkan oleh Wiguna (2020). Kurniasih et al. (2019) juga menegaskan bahwa 

transparansi informasi mendorong pemerintah untuk menjalankan operasionalnya 

secara terbuka, sehingga seluruh kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan 

pemerintahan harus dapat diakses oleh publik dan tidak boleh dirahasiakan. Proses 

perencanaan, implementasi, serta pertanggungjawaban keuangan harus terbuka 

untuk diketahui oleh masyarakat, yang memiliki hak atas informasi yang akurat. 

Transparansi, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam akuntabilitas, 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan 

keuangan. Untuk menjamin transparansi, pemerintah desa harus memberikan akses 

informasi secara luas kepada masyarakat terkait program yang dijalankan dan 

melibatkan warga secara aktif dalam upaya pembangunan desa, seperti yang 

dijelaskan oleh Riyanto dan Hatmawan (2020). Prinsip ini memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa. 

Transparansi pada tingkat desa merupakan elemen kunci dalam 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. 

Dengan menjamin adanya akses terbuka terhadap informasi, mendorong partisipasi 

aktif warga, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta melakukan 

edukasi dan sosialisasi secara tepat, transparansi dapat menjadi faktor krusial dalam 

membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Selain itu, 

transparansi juga berperan dalam memengaruhi persepsi masyarakat terkait 

integritas dan akuntabilitas pemerintah desa (Sofyani et al., 2023). 

Dalam konteks organisasi sektor publik, terdapat kewajiban untuk 

menyediakan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk 

hak untuk memperoleh informasi, mengetahui, serta menyampaikan aspirasi. Hal 
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ini sesuai dengan pernyataan Wiguna (2020) yang menekankan bahwa instansi 

publik harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses informasi guna 

menjaga transparansi. Sementara itu, menurut Ismawati (2019), konsep 

akuntabilitas berasal dari pemikiran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

suatu organisasi harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas atau pihak yang 

memberikan wewenang. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan dan 

menjelaskan segala tindakan yang diambil dalam pelaksanaan suatu program 

kepada pihak yang berwenang. 

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang 

signifikan untuk Dana Desa, yang disalurkan secara rutin setiap tahun kepada 

masyarakat. Berdasarkan prinsip "anggaran mengikuti fungsi dan anggaran 

mengikuti program," desa-desa menerima pendanaan yang memadai untuk 

mengoptimalkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa menekankan pentingnya kajian 

mendalam terhadap struktur sosial ekonomi di lingkungan desa guna mencapai 

tujuan pembangunan yang diharapkan (Sinu, I.,dkk,2022). 

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi pada tahun 2014, penelitian ini mengevaluasi dampak 

implementasi program Dana Desa terhadap jumlah desa tertinggal di Indonesia. 

Temuan dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program 

Dana Desa pada tahun 2014, terdapat 20.664 desa tertinggal, yang mewakili 34,6% 

dari total desa di Indonesia (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi, 2014). Namun, setelah pelaksanaan program Dana Desa hingga 

tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah desa 

tertinggal menjadi 8.488 desa. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya 

pemerintah dalam program pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan 

infrastruktur, layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat. 

Dana Desa merupakan bagian dari transfer dana pusat ke daerah yang 

dialokasikan secara khusus untuk desa. Dana Desa bertujuan untuk mendukung 

pendanaan berbagai program di tingkat desa, seperti penyelenggaraan 
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pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan 

kegiatan sosial. Transfer ini bertujuan untuk memperkuat desa sebagai unit 

pemerintahan terkecil dan mendorong pembangunan berkelanjutan di desa. Melalui 

program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Dana Desa 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Alokasi dan 

Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Jawa 

Barat). Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar, 

Dana Desa terus meningkat hingga mencapai Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024, 

dengan total alokasi mencapai Rp538,9 triliun dari tahun 2015 hingga 2023. 

Prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (HKPD), mencakup sejumlah program penting. Program ini 

meliputi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, di mana maksimal 25% dari 

Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima 

manfaat yang ditentukan berdasarkan data dari pemerintah pusat. Selain itu, 

minimal 20% Dana Desa digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan 

dan hewani. Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting 

di desa, pengembangan BUMDesa, dan operasional pemerintahan desa yang 

dibatasi hingga maksimal 3%. Selain itu, alokasi ini turut berperan dalam 

meningkatkan tata kelola serta distribusi Dana Desa, termasuk penguatan 

mekanisme pengawasan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 mengatur 

klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya, yang mencakup desa 

tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk 

memastikan penyaluran Dana Desa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

spesifik setiap desa berdasarkan klasifikasinya. Desa tertinggal dan berkembang 

diprioritaskan dalam program peningkatan kesejahteraan dan pembangunan 

infrastruktur dasar, sementara desa maju dan mandiri diarahkan untuk 

pengembangan ekonomi berkelanjutan, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan 

publik. 
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Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar desa 

dengan mempercepat transformasi desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan 

desa berkembang menjadi desa maju serta mandiri. Pelaksanaan ini dilakukan 

melalui alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan kondisi objektif setiap desa, 

serta pengawasan ketat terhadap penggunaan dana untuk memastikan pencapaian 

hasil yang optimal. Peraturan ini juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas 

program Dana Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa 

serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor  73 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa mengatur beberapa aspek penting untuk memperkuat 

tata kelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, ketertiban, dan disiplin anggaran, 

yang diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran secara bertanggung 

jawab. Dalam hal pengawasan, inspektorat kabupaten/kota berperan sebagai 

pengawas utama, dan dapat didukung oleh inspektorat provinsi apabila diperlukan. 

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan 

pelaporan keuangan desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa. 

Pengawasan keuangan desa dilakukan secara internal oleh perangkat desa dan 

eksternal oleh inspektorat daerah. Proses pengawasan ini mencakup seluruh 

tahapan Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, hingga 

proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan kemampuan 

dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa diberikan pembinaan serta 

pelatihan, dengan inspektorat daerah memiliki kewajiban memberikan bimbingan 

teknis. Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui audit, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan penggunaan 

dana sesuai dengan peraturan. 

Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dari total 27 

Kabupaten/Kota tersebut, tercatat Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dengan 

jumalh desa 416 desa dengan Belanja Daerah terbesar di tahun 2024 dengan jumlah 
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Belanja Daerah mencapai Rp 10,528 Triliun atau sekitar 10% dari total Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.  

Tabel 1.1. 
Jumlah Desa di Masing – Masing Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

NO WILAYAH JAWA BARAT JUMLAHDESA 

1 Kabupaten Bogor 416 desa 
 

2 
 

Kabupaten Sukabumi 
 

381 desa 

3 
 

Kabupaten Cianjur 354 desa 

4 Kabupaten Bandung 270 desa 
 

5 
 

Kabupaten Garut 
 

421 desa 
 

6 
 

Kabupaten Tasikmalaya 
 

351 desa 
 

7 
 

Kabupaten Ciamis 
 

258 desa 
 

8 
 

Kabupaten Kuningan 
 

321 desa 
 

9 
 

Kabupaten Cirebon 
 

412 desa 
 

10 Kabupaten  Majalengka 330 desa 
 

11 
 

Kabupaten Sumedang 
 

270 desa 
 

12 
 

Kabupaten Indramayu 
 

309 desa 
 

13 
 

Kabupaten Subang 
 

245 desa 

14 Kabupaten Purwakarta 183 desa 

15 Kabupaten Karawang 297 desa 
 

16 
 

Kabupaten Bekasi 
 

180 desa 
 

17 
 

Kabupateu Bandung Barat 
 

165 desa 
 

18 
 

Kabupaten Pangandaran 
 

93 desa 

Sumber : BPS, 2024 (data diolah) 
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Dapat dilihat dari tabel 1.1. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor memiliki jumlah desa terbanyak kedua di Jawa 

Barat yaitu dengan jumlah 416 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Rata-rata 

populasi per desa adalah sekitar 10.000 jiwa, dengan tingkat kemiskinan berada 

pada kisaran 8-10%. Di samping potensi sumber daya alam yang melimpah dan 

keindahan alamnya, Kabupaten Bogor juga menghadapi sejumlah tantangan dalam 

pembangunan daerahnya. Salah satu upaya yang telah diimplementasikan oleh 

pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan adalah program 

dana desa.        

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening 

Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang 

kemudian dilanjutkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Selama periode 2020 hingga 

2024, Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 

penerimaan Dana Desa (Tabel 1.2.). Kenaikan ini sangat terlihat jika dibandingkan 

dengan rata-rata alokasi Dana Desa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat 

desa. Selain itu, alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten 

Bogor bervariasi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.  
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Tabel 1.2. 
Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024, alokasi Dana Desa 

diprioritaskan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem, 

ketahanan pangan dan hewani, serta upaya pencegahan dan penurunan angka 

stunting di desa. Dana ini juga dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor 

prioritas desa melalui penyertaan modal bagi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, 

serta pengembangan desa yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal. 

Selain itu, alokasi untuk operasional pemerintahan desa dibatasi maksimal 3% dari 

pagu Dana Desa. 
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Tabel 1.3. 
Laporan Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020-2023 

NO  TAHUN 
PENDAPATAN DANA DESA SISA 

LEBIH/KURANG % 
ANGGARAN REALISASI  

1 2020 507,398,217,000 506,923,429,252 474,787,748 99.91 
2 2021 523,393,765,000 523,047,982,200 345,782,800 99.93 
3 2022 544,358,095,000 543,446,172,307 911,922,693 99.83 
4 2023 600,457,783,000 596,200,171,850 4,257,611,150 99.29 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2023 

  
Pagu Dana Desa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pagu Dana Desa 

dengan penggunaan yang telah ditetapkan (earmarked) dan pagu dengan 

penggunaan yang tidak ditetapkan (nonearmarked). Pagu earmarked dialokasikan 

untuk mendukung program pemulihan ekonomi, termasuk perlindungan sosial dan 

pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa dengan alokasi maksimal 25%, 

program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, serta program pencegahan 

dan penurunan stunting. Sementara itu, pagu nonearmarked adalah selisih antara 

total pagu Dana Desa dan alokasi earmarked, yang digunakan untuk membiayai 

program prioritas desa sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, penyertaan 

modal pada BUM Desa, serta dana operasional pemerintahan desa dengan batas 

maksimal 3%. 

Pembagian dana desa di Indonesia dilakukan berdasarkan klasifikasi status 

desa yang ditetapkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan Surat 

Edaran Bupati Bogor Nomor : 100.3.4.2/ 591/DPMD/2024 tentang Penyaluran 

Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa Klasifikasi desa terdiri atas empat kategori 

utama, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan 

Desa Sangat Tertinggal. Desa Mandiri mencakup desa-desa yang telah 

menunjukkan kemajuan substansial di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur, 

sehingga memperoleh alokasi dana desa dengan proporsi lebih kecil dibandingkan 

desa lainnya karena memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola sumber daya 

secara mandiri. Sementara itu, Desa Maju adalah desa yang telah mengalami 
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perkembangan namun belum mencapai kemandirian penuh, sehingga masih 

mendapatkan alokasi dana yang relatif signifikan guna mendukung peningkatan 

kapasitas dan pelayanan dasar. Desa Berkembang merupakan desa yang masih 

memerlukan bantuan substantif dalam pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mendapatkan alokasi dana yang lebih besar 

dibandingkan desa yang lebih maju. Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 

untuk pagu earmarked dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan tahap I, sebesar 60% 

(enam puluh persen); dan tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen). 

Tabel 1.4. 
Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Setelah Implementasi Dana Desa 

di Kabupaten Bogor dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 

KECAMATAN 2021 2022 2023 

BABAKAN MADANG     6 
BOJONG GEDE 1 2 2 
CARINGIN       
CARIU 1 1 2 
CIAMPEA 1 2 3 
CIAWI     1 
CIBUNGBULANG     1 
CIGOMBONG     1 
CIGUDEG     1 
CIJERUK     1 
CILEUNGSI 6 10 12 
CIOMAS     3 
CISARUA 1 4 7 
CISEENG   1 3 
CITEUREUP 8 11 12 
DRAMAGA     1 
GUNUNG PUTRI 4 6 10 
GUNUNG SINDUR     2 
JASINGA     1 
JONGGOL   2 3 
KEMANG 2 2 3 
KLAPANUNGGAL       
LEUWILIANG     1 
LEUWISADENG   1 2 
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KECAMATAN 2021 2022 2023 

MEGAMENDUNG 3 3 6 
NANGGUNG       
PAMIJAHAN 1 2 6 
PARUNG     1 
PARUNG PANJANG     1 
RANCA BUNGUR       
RUMPIN       
SUKAJAYA       
SUKAMAKMUR 1 1 1 
SUKARAJA       
TAJURHALANG     1 
TAMANSARI       
TANJUNGSARI     1 
TENJO       
TENJOLAYA       

TOTAL 29 48 95 

Sumber : DPMD Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah) 

 

Dari tabel 1.4. menunjukan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 

jumlah desa mandiri semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan 

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor telah menjadi perhatian utama dalam 

konteks pembangunan daerah sejak diterapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, yang merombak paradigma pembangunan dengan menempatkan desa sebagai 

pelaku utama pembangunan melalui pendekatan partisipatif. Dengan demikian, 

desa-desa di Kabupaten Bogor memperoleh otoritas lebih besar dalam pengelolaan 

sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor menawarkan berbagai peluang untuk 

mendukung pembangunan daerah, namun juga dihadapkan pada sejumlah 

tantangan.  

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, 

jembatan, dan sistem irigasi, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

aksesibilitas serta kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa penelitian mendukung 

hal ini, termasuk studi oleh Hariyanto (2021) yang menggarisbawahi peran 
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pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai langkah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, Ramadhan dan 

Paujiah (2021) juga menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur dasar sangat 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat 

pembangunan di desa-desa. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam 

menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi kegiatan ekonomi dan sosial di 

daerah pedesaan, sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat 

setempat (Hariyanto,2021). Namun, pengelolaan dana desa tidak lepas dari 

tantangan. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dana sering mengakibatkan penggunaan yang tidak 

efisien dan potensi penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi 

masalah, dengan kemungkinan adanya korupsi dan penyalahgunaan dana.  

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, Pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala terkait keterbatasan kapasitas 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sering mengarah pada 

penggunaan dana yang tidak efisien dan meningkatkan risiko penyimpangan. Di 

bidang perencanaan, banyak desa mengalami kesulitan karena kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif 

dan berbasis data. Di sisi lain, pengawasan dana desa juga menghadapi masalah 

serius akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, BPD memiliki tanggung 

jawab utama dalam mengawasi pengelolaan dana desa guna memastikan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPD dibentuk melalui 

proses pemilihan yang bersifat demokratis sesuai dengan ketentuan Permendagri 

Nomor 110 Tahun 2016, yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. 

Pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pemilihan 

langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak suara atau melalui musyawarah 

keterwakilan, di mana perwakilan masyarakat turut serta dalam proses pemilihan. 

Proses pemilihan ini diawali dengan pembentukan panitia oleh kepala desa, paling 
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lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota BPD yang sedang menjabat 

berakhir. Para calon anggota yang telah memenuhi persyaratan administratif akan 

diseleksi, dan setelah pemilihan, hasilnya akan disahkan melalui keputusan Bupati. 

Anggota BPD yang terpilih akan menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih 

kembali pada periode berikutnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan 

keterwakilan masyarakat secara efektif dalam pengambilan keputusan di tingkat 

desa, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan desa.  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  melakukan pengawasan terhadap 

kinerja kepala desa dalam tiga aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta 

pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Fungsi pengawasan 

ini mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan 

pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Selain itu, BPD juga 

bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pengawasan mereka kepada kepala 

desa serta pihak kecamatan. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, BPD 

memiliki kewenangan untuk merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat kabupaten. Tujuan dari peran 

pengawasan ini adalah memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan 

efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan desa 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa pada tanggal 1 Agustus 2024 menyatakan Lemahnya Fungsi BPD 

dalam pengawasan realisasi dana desa dalam Pembangunan daerah juga sangat 

penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan 

efektif. Dengan peran aktif dalam perencanaan, pengawasan, pengesahan, evaluasi, 

transparansi, dan pendidikan, BPD dapat membantu mencegah penyimpangan, 

meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa dana desa benar-benar 

bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.  

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten 

Bogor merupakan elemen penting yang memerlukan peningkatan signifikan. 

Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait 
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alokasi dan penggunaan dana desa yang harus dapat diakses oleh masyarakat, 

sehingga mereka dapat memantau pelaksanaan proyek pembangunan secara 

langsung. Sementara itu, akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan setiap tahap pengelolaan dana kepada masyarakat dan 

pihak berwenang. Penelitian Karlinayani dan Ningsih (2018) menyebutkan bahwa 

rendahnya aksesibilitas informasi serta lemahnya pengawasan masyarakat menjadi 

faktor yang menghambat transparansi, sehingga memicu keraguan terhadap 

efektivitas penggunaan dana desa, Selain itu, Sugiharti dan Hariani (2021) 

menemukan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam 

pengelolaan dana desa masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan mekanisme audit dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan 

pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, guna 

menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel. 

Pemerintah daerah Kabupaten Bogor harus meningkatkan proses pengawasan 

yang lebih ketat dan terstruktur untuk memastikan bahwa dana desa digunakan 

sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk 

mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah dipahami serta 

menjalankan audit independen yang berkala untuk mengidentifikasi pelanggaran 

atau penyalahgunaan dana desa. Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana 

desa juga mengarah pada ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab 

atas keputusan dan tindakan terkait dana tersebut. Penting untuk mengidentifikasi 

dan menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan dana desa, termasuk 

prosedur yang ketat untuk memproses pelanggaran atau penyalahgunaan.  

Meskipun ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, pengawasan 

terhadap pelaksanaan di lapangan masih menjadi masalah. Pengawasan yang 

kurang ketat dan mekanisme pelaporan yang tidak transparan membuka peluang 

terjadinya penyelewengan dana, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai 

peruntukan, manipulasi data, atau korupsi. Hal ini diperparah dengan terbatasnya 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, yang seharusnya menjadi 

elemen penting dalam memastikan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengkaji secara mendalam peluang dan tantangan dalam pengelolaan Dana Desa 

di Kabupaten Bogor serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan 

kebijakan di masa depan. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sering 

mengarah pada pengelolaan dana yang tidak efisien dan meningkatkan risiko 

penyimpangan. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan 

akuntabel. 

3. Organisasi Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugasnya secara 

optimal. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka masalah- 

masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor – faktor apa saja yang memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana Strategi dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

di Kabupaten Bogor? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian dalam 

tesis ini adalah :  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor. 

2. Mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan Pengelolaan 

Dana Desa di Kabupaten Bogor. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan 

dana desa. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

mengembangkan pedoman dan mekanisme yang lebih efektif untuk 

memastikan penggunaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. 

b. Mengembangkan Strategi Pengelolaan Dana yang Lebih Efisien 

Hasil penelitian akan membantu dalam mengidentifikasi dampak 

keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dana desa. Ini akan membantu 

pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan strategi 

pengelolaan dana yang lebih efisien dan mengurangi risiko konflik 

kepentingan. 

2. Manfaat Akademis 

a. Menghasilkan Kontribusi Ilmiah 

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang 

pengelolaan dana desa dan pembangunan daerah. Hasil penelitian dapat 

menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi yang tertarik dalam isu-isu 

pembangunan daerah di Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut. 

1. Faktor-faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor utama yang berkaitan dengan dimensi-dimensi akuntabilitas 

menurut Koppell (2005), yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, 

tanggungjawab, dan responsivitas. Pada sisi transparansi, pemerintah desa 

umumnya telah menggunakan aplikasi seperti SIPANDA dan SITANTI, 

tetapi implementasinya belum merata dan tidak sepenuhnya dipahami oleh 

semua aparatur desa. Pada dimensi kewajiban dan pengendalian, lemahnya 

fungsi pengawasan oleh BPD dan keterbatasan audit reguler oleh Inspektorat 

menyebabkan pengendalian terhadap dana desa belum maksimal. Selain itu, 

aparatur desa banyak yang belum memiliki kompetensi teknis dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang berdampak 

langsung terhadap tanggungjawab administratifnya. Pada sisi responsivitas, 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih 

bersifat formalitas. Musyawarah desa seringkali hanya dihadiri oleh segelintir 

perwakilan, tanpa adanya keterlibatan aktif warga dalam mengusulkan 

program prioritas atau mengawasi pelaksanaan anggaran. Faktor-faktor 

struktural seperti keterbatasan SDM, lemahnya kapasitas kelembagaan 

pengawasan, minimnya literasi digital, dan kurangnya budaya akuntabilitas 

di tingkat desa menjadi penyebab utama belum optimalnya pengelolaan dana 

desa yang akuntabel di Kabupaten Bogor.  
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2. Strategi peningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam 

Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor 

Strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 

Bogor perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, dan 

partisipasi publik berbasis kolaborasi dan teknologi. Strategi yang disarankan 

meliputi: (a) peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis 

yang berkelanjutan mengenai perencanaan, penganggaran, dan pelaporan 

dana desa; (b) penguatan peran BPD sebagai pengawas internal desa dengan 

pemberian modul pembinaan dan sistem evaluasi tahunan; (c) penggunaan 

teknologi secara maksimal dan merata untuk mendukung transparansi dan 

pelaporan berbasis sistem informasi desa; serta (d) mendorong partisipasi 

masyarakat secara terstruktur dan terjadwal melalui forum musyawarah desa 

yang terbuka dan terdokumentasi. Strategi lain yang penting adalah 

penerapan insentif berbasis kinerja akuntabilitas, misalnya melalui 

penghargaan desa paling akuntabel atau tambahan alokasi dana bagi desa 

yang memenuhi kriteria transparansi dan pelaporan tepat waktu. Pemerintah 

daerah juga dapat membentuk dashboard akuntabilitas desa, yang 

mengintegrasikan data keuangan, pelaksanaan kegiatan, dan keterlibatan 

masyarakat. Semua strategi ini perlu dilakukan secara sinergis antara DPMD, 

BPKAD, Inspektorat, Camat, dan desa itu sendiri, agar prinsip-prinsip 

akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga 

menjadi budaya dalam tata kelola pembangunan desa. 

 

B. Saran 

Saran Implementatif 

Agar akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dapat 

ditingkatkan secara nyata, maka disarankan beberapa langkah implementatif 

sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (DPMD) dan BPKAD disarankan menyelenggarakan pelatihan 

teknis secara berkala mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, 

serta pelaporan dana desa. Pelatihan sebaiknya dilaksanakan dalam 

format kelas kecil berbasis praktik (hands-on) dan melibatkan mitra dari 

perguruan tinggi atau lembaga pelatihan profesional. 

2. BPD perlu dibekali dengan modul pengawasan sederhana dan alat bantu 

evaluasi program desa. Pemerintah daerah dapat membentuk tim 

pendamping kecamatan untuk melakukan pembinaan dan monitoring 

kinerja BPD secara berkala. 

3. Desa didorong untuk mengembangkan sistem informasi publik berbasis 

media sederhana seperti papan informasi dan grup media sosial resmi 

desa. Informasi yang ditampilkan mencakup rencana kegiatan, anggaran, 

realisasi fisik dan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban setiap 

tahun anggaran. 

4. Pemerintah desa sebaiknya menyusun jadwal Musyawarah Desa terbuka 

yang terintegrasi dalam kalender pembangunan tahunan. Kegiatan ini 

perlu didukung dengan dokumentasi dan pelibatan unsur masyarakat 

yang lebih luas, seperti tokoh agama, pemuda, dan perempuan, untuk 

memastikan keberagaman aspirasi. 

5. Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan indikator desa akuntabel, 

seperti ketepatan pelaporan, transparansi penggunaan anggaran, dan hasil 

audit minimal temuan. Desa-desa yang memenuhi indikator tersebut 

diberikan tambahan alokasi insentif Dana Desa sebagai bentuk 

penghargaan dan motivasi. 

6. Perlu dikembangkan dashboard monitoring yang mengintegrasikan data 

dari aplikasi SIPANDA, SITANTI, serta pelaporan realisasi anggaran. 

Dashboard ini dapat diakses oleh camat, Inspektorat, dan masyarakat 

melalui laman resmi pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan 

pengawasan publik. 
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7. Desa-desa yang telah menunjukkan pengelolaan dana yang akuntabel 

dapat difasilitasi menjadi mentor desa melalui forum antar desa dalam 

satu kecamatan. Forum ini menjadi sarana berbagi pengalaman, 

penyelesaian masalah, dan pertukaran inovasi tata kelola. 

 

Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Perlu dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan antara 

faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, 

dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara statistik, agar diperoleh 

gambaran yang lebih objektif dan generalisasi yang lebih kuat. 

2. Penelitian komparatif antar daerah disarankan untuk mengidentifikasi 

perbedaan implementasi akuntabilitas di wilayah dengan karakteristik 

geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga dapat 

dikembangkan model pengelolaan akuntabel yang adaptif. 

3. Penelitian berbasis studi kasus mendalam pada desa dengan kategori 

mandiri atau desa dengan praktik terbaik (best practices) dapat dilakukan 

untuk menyusun kerangka strategis peningkatan akuntabilitas yang 

aplikatif dan berkelanjutan.
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